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USHUL FIQIH SEBAGAI METODOLOGI DALAM
MENGEMBANGKAN SISTEM EKONOMI ISLAM

Oleh: Ahmad Latif

ABSTRAK

Kajian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan:
1) Apa saja yang layak dijadikan dalil dalam perspektif ushul figih
sebagai sandaran pengembangan sistem ekonomi Islam?
2) Bagaimana aplikasi ushul figih dalam pengembangan sistem
ekonomi Islam? 3) Apa saja yang menjadi asas perekonomian Islam
berdasarkan dalil syara’? Data yang dikumpulkan berhubungan
dengan fokus kajian yang berkaitan ushul figih dan ekonomi Islam.
Sumber data diperoleh dari buku-buku yang membahas ushul figih
dan ekonomi Islam. Kemudian dianalisis melalui analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Dalil syara merupakan
suatu keterangan agar bisa dijadikan sebagai dalil atau hujjah
harus memiliki dalil gath’l atas kehujjahannya. Ini berarti suatu
keterangan yang dianggap sebagai dalil harus ditetapkan bahwa
asalnya adalah dari Allah ta’ala yang dijelaskan oleh wahyu.
Dengan kriteria tersbebut, maka yang layak dijadikan dalil syara’
adalah al-Quran, as-Sunnah, Ijma’ sahabat dan Qiyas. 2) Ushul
figih diaplikasikan bukan pada ilmu ekonomi melainkan pada sistem
ekonomi. Karena sistem (peraturan) membutuhkan perangkat dasar
pijakan yang qath’i berdasarkan wahyu. Disinilah peran Ushul
Figih, sebagai metodologi untuk mengembangkan sistem ekonomi
dalam rangka menjawab seluruh  problematika ekonomi
kontemporer. 3) Berdasarkan kajian ini, asas perekonomian yang
dibangun dari dalil syariah mencakup tiga aspek penting, yakni asas
kepemilikan harta, asas pengelolaan harta dan asas distribusi harta.

Kata Kunci: Ushul Figih, Sistem, Ekonomi Islam

A. Pendahuluan
Apabila kita telusuri di dunia ini, kita hanya menjumpai tiga
mabda’ (ideologi)!, yaitu: Kapitalisme, Sosialisme termasuk

! Ideologi yang dalam istilah bahasa arab dengan nama al-Mabda’, maka
mabda (ideologi) adalah akidah yang didasarkan kepada akal (akidah rasional)
yang tergali didalamnya aturan (nidzom). Lihat Dr. Mukhotim El-Moekry, Islam,
Agama, Ideologi dan Hukum, (Jakarta: Wahyu Press, 2003, hal. 11 ). Lihat juga:
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komunisme, dan Islam.> Amerika serikat sebagai representatif
negara ideologi kapitalisme saat ini, telah mendominasi tatanan
dunia internasional. Demikian juga dengan Uni Sovyet sebagai
representatif negara sosialis yang pernah eksis dalam kancah politik
internasional dan akhirnya runtuh atas konspirasi Barat-Kapitalis.
Menurut Syamsudin: “walaupun rezim sosialis-komunis Sovyet
telah hancur, tetapi pemikiran Marxisme dengan macam alirannya
masih diusung oleh beberapa Negara dan terus diperjuangkan oleh

»3 Masing-masing ideologi tersebut berpijak pada

penganutnya.
Akidah yang berbeda, jika kapitalisme dibangun diatas asas
Sekularisme (memisahkan aturan agama dalam kancah kehidupan),
dan sosialis dibangun diatas asas Dialektika Materialisme.
Keduanya hanya bersumber pada akal dan hawa nafsu manusia an
sich, dalam artian menolak wahyu. Kedua ideologi tersebut,
memberikan pengaruh yang sangat besar dalam pemikiran ekonomi,
sebut saja misalnya; Adam smith dari kubu ekonom liberalis-
kapitalis dengan wajah barunya Neo-liberalisme dan Karl Max dari
kubu sosialis-Marxis. Euis Amalia memaparkan:

“Jika karya Adam Smith bisa dikatakan Genesisnya ekonomi
modern, maka karya Karl Max adalah Exodus-nya. Jika Adam
Smith adalah pencipta kebebasan alamiah, maka sang revolusioner
Jerman tersebut adalah penghancurnya.”

Islam sebagai sebuah ideologi pernah eksis memimpin dunia
selama kurun waktu 13 abad dalam naungan Khilafah Islamiyah.
Islam dibangun diatas landasan Akidah Islamiyah, yakni Akidah
yang meyakini kehidupan, alam semesta dan manusia berasal dari
Al-Khaliq Al-Mudabbir, dan manusia hidup untuk menjalankan
kehidupannya sesuai aturan Allah ta’ala, karena meyakini adanya

Tagiyuddin an-Nabhani dalam kitab nidzomul islam dalam bab Qiyadah Fikriyah
Islamiyah, (Hizbut Tahrir, 2001), cet. Ke-6, hal. 24-25

2 Taqiyuddin an-Nabhani, Nidzom al-Islami, (Hizbut Tahrir: 2001), cet.
Ke-6, hal. 26

3 Syamsudin Ramadhan, Islam musuh bagi Sosialisme dan Kapitalisme,
(Jakarta: Wahyu Press, 2003), hal. 1

4 Dr. Euis Amalia, M.Ag, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam; dari Masa
Klasik hingga Kontemporer, (Depok: Gramata Publishing, 2010), hal. 25
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Yaumul Hisab atas perbuatan yang dilakukan di dunia. Dalam
konteks ekonomi, bahwa sistem ekonomi Islam merupakan sistem
ekonomi yang khas dan unik. Dikatakan khas dan unik karena
ekonomi Islam dibangun diatas wahyu, yakni dalil-dalil syara’ baik
dari sumber utama yaitu Qur’an dan Sunnah ataupun dari
penunjukkan dari keduanya yaitu [jma’ sahabat dan Qiyas.

Oleh karena itu, sebelum penulis memaparkan lebih jauh
tentang Ushul Figih® sebagai metodologi dalam mengembangkan
sistem ekonomi Islam, penulis ingin sedikit menguraikan pandangan
Islam tentang perbedaan ilmu ekonomi dan sistem ekonomi, hal ini
urgen disajikan agar pembaca dapat mengetahui makanah (posisi)
ushul figih dalam ekonomi Islam. Selanjutnya penulis uraikan
tentang dalil-dalil yang layak dijadikan hujjah, dan aplikasi ushul
fiqih dalam masalah ekonomi.

B. Antara Ilmu ekonomi dan Sistem ekonomi
Kapitalisme dan sosialisme tidak membedakan antara ilmu
ekonomi dan sistem ekonomi. Sebagaimana yang dijelaskan
Taqiyuddin an-Nabhani dalam Kitabnya yang fenomenal an-Nidzom
al-Igtishody fi al-Islam:
salall Jadii sasly 3a1 alaid W1 N oyodan Sl e olhy
O Ladaal Gnad 935 legin duad 990 LSl S, Apaliai)
Cs? Baa) 53 ki gala®@Y) Hlaill g SLa@Y) Kle A oy ki gAY
6 LaiBY) ale 5 (gala@y) aUaill g (B 8 cllia o)) ae Legin (3 4
. atas dasar itu, kaum kapitalis memandang ekonomi dengan

satu pandangan yang meliputi barang-barang produksi dan cara
bagaimana memperolehnya, tanpa memisahkan keduanya, dan

3 Istilah ushul figih dibentuk dari dua lafadz yakni ushul dan al-figh, yang
disusun berdasarkan kontruksi genetif (tarkib idzofi), yaitu mudhof (ushul) dan
mudhof ilaih (al-figh), secara etimologis masing-masing berarti dasar dan faham.
Maka ushul al-figh bisa dimaknai dengan kaidah yang mendasari diraihnya
kemampuan menguasai hukum-hukum perbuatan dari dalil-dalil kasus per kasus.
Lihat Ushul Fiqih; membangun paradigm berfikir tasyri’l karya hafidz
Abdurrahman, hal. 7, bandingkan juga dengan Kitab Taisir al-ushul ila washul,
karya Atho Bin Khalil, hal. 6, serta kitab Syakhshiyyah Al-Islamiyyah, jilid III,
karya Qadhiy an-Nabhani, hal. 3

Tagiyuddin an-Nabhani, An-Nidzom al-Iqtishody fi al-Islami, (Bairut:
Dar al-Ummabh, 2004), cet. Ke-6, hal. 26
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tanpa membedakannya satu sama lain. Artinya, mereka memandang
ilmu ekonomi dan sistem dengan pandangan yang sama, tanpa
membedakannya satu sama lain. Padahal ada perbedaan antara
sistem ekonomi dan ilmu ekonomi.”

Sedangkan Islam, membedakan antara ilmu dan sistem
ekonomi. Taqgiyuddin menegaskan bahwa perbedaan ilmu dan
sistem ekonomi adalah:

Loy Ler o paill g LeSlaig 55 Al aa )68 a3 s gaba®@y) oUailld
Nl sladl (8 dime Hhaidga s (3805 w134 by A s @l JSLG
o s oo sl s AS) LIV o e SOV b sabaBY) Alaill S
Blall sl Hh dea s o aun Lgie pllas JS (Y Adlend )l &
alilg dlagly ddmady WY & iy ald oLyl ole CaBlA
DS AN o lase 4 iy sl aaes i alle 1A Leiuad
7 alall
Pendapat ini sejalan dengan apa yang dijelaskan Bagqir ash-
Shadr dalam Kitab Igtishoduna, walaupun beliau menggunakan
istilah yang berbeda dalam menyebut sistem, namun mengarah pada
substansi yang sama. Muhammad Bagqir ash-Shadr menyatakan
dalam kitabnya: “Ilmu ekonomi adalah ilmu yang berhubungan
dengan penjelasan terperinci perihal kehidupan ekonomi, peristiwa-
peristiwanya, gejala-gejala (fenomena-fenomena) lahiriahnya, serta
hubungan antara peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena
tersebut dengan sebab-sebab dan factor-faktor umum yang
memenuhinya.”®
Shadr menggunakan istilah sistem dengan istilah doktrin,
sebagaimana yang beliau jelaskan, bahwa: “Ekonomi Islam adalah
doktrin ekonomi Islam yang diorientasikan untuk mewujudkan
sistem Islam dalam organisasi kehidupan ekonomi yang berpijak di
atas kekuatan keseimbangan pemikiran yang dikandung dan
ditunjukkan doktrin ini, serta dibentuk dari gagasan-gagasan moral
Islam dan gagasan-gagasan ilmiah, ekonomi, sejarah, yang

7 1bid., hal. 26
8 Muhammad Bagqir ash-Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam; Igtishoduna,
(Jakarta: Zahra Publishing House, 2008), hal. 61
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dihubungkan dengan problem-problem ekonomi atau analisis
sejarah masyarakat manusia.”

Jika sebuah sistem (nidzom) atau doktrin ekonomi sangat
dipengaruhi oleh pemikiran atau ideologi tertentu, baik itu
kapitalisme, sosialisme atau Islam, sedangkan ilmu ekonomi bersifat
universal. Hal ini dijelaskan secara rinci oleh Hafidz Abdurrahman,
bahwa: “Jika ilmu ekonomi bersifat universal, tidak terikat dengan
pandangan hidup ideologi tertentu, maka sebaliknya dengan sistem
ekonomi. Sebab, ilmu ekonomi adalah ilmu yang membicarakan
produksi dan peningkatan kualitas produksi, atau menciptakan
sarana produksi dan peningkatan kualitasnya. Sedangkan sistem
ekonomi adalah hukum atau pandangan yang membahas distribusi
kekayaan, pemilikan serta bagaimana mengelolanya.”!”

Maka dari itu, ushul figih diaplikasikan bukan pada ilmu
ekonomi melainkan pada sistem ekonomi. Karena sistem (peraturan)
membutuhkan perangkat dasar pijakan yang qath’l berdasarkan
wahyu. Disinilah peran Ushul_Fiqih, sebagai metodologi untuk
mengembangkan sistem ekonomi dalam rangka menjawab seluruh
problematika ekonomi kontemporer.

Dalil-dalil Syara’ yang dapat dijadikan Hujjah

Ketika seorang muslim menghadapi suatu perkara dalam
kehidupan khususnya masalah ekonomi yang belum diketahui status
hukumnya, mereka wajib menggali hukum tersebut dari Kitabullah
dan Sunnah Rasulullah. Jika dari keduanya tidak juga ditemukan,
maka mereka wajib mencari dari jma dan Qiyas, tentu dengan
metode istinbath yang benar, inilah yang disebut dengan aktivitas
Ijtihad.!! Aktivitas ini terus berlangsung dari generasi awal yakni

? 1bid., hal. 64

19 Hafidz Abdurrahman, Islam, Politik dan Spiritual, (Bogor: Al-Azhar
Press, 2007), cet. Ke-2, hal. 200

' Menurut ‘Atho Bin Khalil Ijtihad menurut istilah ahli ushul figih
diperuntukkan pada upaya mengerahkan segenap kemampuan dalam rangka
mencari hukum syara’, sampai dia merasa tidak mampu lagi untuk berbuat lebih
dari yang telah diusahakannya. Lihat juga dalam Kitab al-Ushul min ‘ilmi al-
Ushul, karya Syaikh Muhammad bin shalih al-Utsaimin, hal. 128, bandingkan
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para shahabat sampai generasi berikutnya hingga kemudian

dituangkan dalam banyak kitab ushul fiqih. Asy-Syafi’l (w.204 H)

bisa dianggap sebagai orang yang menggariskan dasar-dasar

istinbath dan mensistematikakanya dengan kaidah-kaidah umum
secara menyeluruh, dengan begitu, beliau merupakan peletak dasar
ilmu Ushul Figih.!?> Adapun tujuan dari pembahasan ushul fiqih,

Menurut Imam Al-Amidi (1402H):

o G e il ASaY A e I Jsasll i pal) Hle Al L

Ay AV A4 gall salad) Llia
Tujuan ilmu ushul adalah untuk menghasilkan pengetahuan
mengenai hukum syara’. Hal ini diperinci oleh Hafidz
Abdurrahman (2003), bahwa tujuan pembahasan ushul figih
sebagai berikut:'3

- Pembuktian terhadap dalil-dalil global. Pembuktian ini
dilakukan untuk memastikan bahwa dalil yang digunakan untuk
menghasilkan hukum syara’ adalah syar’l, dalam artian
bersumber dari wahyu. Sebab, dasar yang menjadi pondasi itu
harus pasti, bahwa ia bersumber dari dari wahyu. Karena jika
tidak pasti, tentu akan memungkinkan terjadinya perbedaan,
apakah dari Allah atau tidak? Agar sumber itu disebut hujjah, ia
harus dibangun berdasarkan dalil gath’l bahwa ia hujjah,
sehingga seorang muslim menjadi yakin bahwa apa yang
dilakukannya memang sesuai dengan perintah dan larangan
Allah subhanahu wa ta’ala.

- Pengaplikasian kaidah ushul figih terhadap dalil-dalil kasus per
kasus. Pengaplikasian tersebut bertujuan untuk menghasilkan
hukum syara’ dari dalil-dalil kasus per kasus.

Dari paparan diatas sangat jelas, bahwa tujuan mulia ushul
figih adalah dalam rangka menghasilkan hukum syara’. Karena

dengan Buku Syamsuddin & M. Haris, Kaidah-kaidah Taglid; Tuntunan Islam
dalam memilih dan mengikuti Pendapat, (Jogjakarta: Raudhoh Pustaka, 2007),
hal. 99

12 Hafidz Abdurrahman, Ushul Figih; Membangun Paradigma Berfikir
Tasyi’i, (Bogor: Al-Azhar Press, 2003), Hal. 17

13 Hafidz Abdurrahman, Op.Cit., Hal. 14
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setiap perbuatan seorang muslim harus terikat dengan hukum-
hukum Allah. Menurut ‘Atho bin Khalil (2000):

“Perbuatan manusia harus diketahui hukum syara’nya,
karena tolok ukur perbuatan menurut seorang muslim adalah
perintah dan larangan Allah. Allah subhanahu wa ta’ala
mewajibkan setiap muslim agar memperhatikan setiap perbuatan
yang akan dikerjakannya, dan mengetahui hukum syara’ atas
perbuatan tersebut sebelum dikerjakan, karena Allah akan meminta
pertanggungjawaban atas perbuatannya di akhirat kelak.”!*

Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan dalil? Dan
apa saja yang layak dijadikan dalil dalam berhujjah? Berikut
beberapa definisi mengenai apa itu dalil dan apa saja yang termasuk
dalil-dail syara’. Taqiyuddin an-Nabhani mengutarakan:

oo 1 g ald g AYa 4 Lo e Judall sllad d g oIl ey s )
Say A Ay Jpa¥) slale 4dhe S8y ole@ill Cayas 3 Ll awsall
AT s s slhae alall ) 48 DB sy doa 5% o

B o0 o S die Sisandll ) e daa day (5l

Senada dengan Qadliy an-Nabhani, ‘Atho bin Khalil
menyatakan menurut ulama ushul dalil adalah: Jdwa § &) OSar 3
s quthay alal) N 4 B mawas Artinya: Perkara yang dengan
penelaahan yang shahih bisa menghantarkan kepada pengetahuan
terhadap mathlub khabari (hukum suatu perkara yang sedang dicari
status hukumnya).!® Hafidz Abdurrahman (2003), memberikan
penjelasan yang senada, bahwa dalil menurut istilah fugaha, adalah
sesuatu  yang dengan mengetahuinya memastikan adanya
pengetahuan yang pasti tentang sesuatu yang lain.!”

Dengan demikian, bahwa dalil adalah sesuatu petunjuk yang
dijadikan dasar atau pijakan dalam membahas atau menelaah suatu
fakta dalam rangka mengetahui status hukum fakta tersebut, baik itu

14 <Atho bin Khalil, Taisir al-Ushul ila al-Wushul., Beirut: Dar al-
Ummabh, 2000, cet. Ke-2, hal. 14.

15 Taqiyuddin an-Nabhani, Asy-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, (A-Quds:
1373), jilid I1L, hal. 58

16 Atho bin Khalil, Op.Cit., hal. 55

17 Hafidz Abdurrahman, Op.Cit., hal. 65
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berupa perbuatan manusia ataupun benda. Karena perbuatan dan
benda-lah yang menjadi fakta dalam kehidupan manusia yang perlu
diketahui status hukumnya. Dan keduanya terdapat kaidah ushul
yang berbeda dalam aplikasinya. ‘Atho bin Khalil mengatakan
bahwa terkait dengan kaidah hukum asal perbuatan pada dasarnya
terikat dengan hukum syara’,'® sedangkan pada benda, hukum
asalnya mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkan.'
Pertanyaan berikutnya, apa saja yang bisa dijadikan dalil? Sebagai
jawabannya adalah apa yang dijelaskan ‘Atho bin Khalil, bahwa:

“Sesuatu keterangan agar bisa dijadikan sebagai dalil atau
hujjah harus memiliki dalil qath’l atas kehujjahannya. Ini berarti
suatu keterangan yang dianggap sebagai dalil harus ditetapkan
bahwa asalnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta’ala, yaitu dibawa
(dijelaskan) oleh wahyu. Keterangan yang memenuhi Kkriteria
tersebut hanya ada empat macam yaitu: Al-Quran, As-Sunnah, [jma’
Shahabat dan Qiyas Syar’i.”?°

Muhammad Husain Abdullah (2002), memaparkan:

“Kaum muslimin telah meyakini dengan bukti-bukti yang
jelas lagi shahih dan qath’l bahwa Al-Qur’an dan As-Sunnah
merupakan sumber syari’at Islam. Akan tetapi, mereka masih
berbeda dalam pendapat mengenai kehujjahan sumber hukum yang
lain, yaitu: ijma’ shahabat, qiyas, istihsan, mashalih al-mursalah,
syari’at sebelum kita adalah syari’at bagi kita (Syar’un man gablana
syar’un lana), madzhab shahabat, dan sebagainya.”?!

Jadi, dalil-dalil syara’ yang layak dijadikan hujjah ada empat,
yakni: al-Qur’an, as-Sunnah, Ijma’ shahabat dan qiyas syar’i.
Karena selain itu, seperti mashalih al-mursalah, madzhab shahabat,
dll. bukan dalil, melainkan sesuatu yang diasumsikan dalil, namun
sejatinya bukanlah dalil.?> Kenapa harus Ijma’ shahabat? Menurut

18 ¢ Atho bin Khalil, Op.Cit., hal. 15

19 1bid, hal. 16

20 1bid, hal. 55

2l Muhammad Husain Abdullah, Studi Dasar-dasar Pemikiran Islam,
(Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), Hal. 26

22 Hafidz Abdurrahman, Op.Cit., hal. 107
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‘Atho bin Khalil, bahwa ijma’ yang dipandang sebagai dalil adalah
ijma’ yang dijelaskan dengan dalil.?> Menurut Qadhi Nabhani Ijma’
adalah:
araailly o il o aall Laaaal o jlicly Gl el i glaa)
g8 5N adly eadde e 13 A e D penl 1 diey catle
e V) ralu g agle dl) Lo algiy g o sa e ol (aS el | sanl ) 1 s
sl qaal i A g ¢ LY A5 o s (5T (Al (g planall wand (3]
U sl o el e daita U< alasld 13a e g adde | gsasf 13) X e
24 as] o a1 138 IS
‘Atho bin Khalil menyatakan, bahwa: kelompok manusia
yang bisa dinyatakan bahwa kesepakatan mereka terungkapkan
berdasarkan dalil, adalah orang-orang yang senantiasa menyertai
Rasulullah dan melihat beliau yaitu para shahabat?® Ijma’
shahabatlah satu-satunya yang bisa menyatakan adanya dalil.?®
Bahwa landasan normatif bahwa ijma’ shahabat sebagai dalil qath’l
adalah terdapat ayat Qur’an dan Hadits yang menjamin
kema’shuman ijma’ shahabat bukan individu. Atho menjabarkan
sebagai berikut:
sl A0 JB a8d o i) W) Guaadl g ol AN B agale sLE 39 4l
s dlad JB g ¢(agin slaay JUSH o ladi daa Gudll g i) J gy Saaa)
Gl b gl Gudlly Jlai¥ly Gualgall o OlsY) b))
Ol V) Lgiad o ol clia agd 2ol A 1 gl pgls A ()
¢ AN ) 1 Mt G5 27(100 4 sil) 8 ) gan) o(aabind) 55l el g
d) e Nab gtin aglisals adsb e s Al G Galgal
DI 958 il g ey gBabuall an il gl Al gua g A gy g Uil guda g
dala ob jgma (B (g Vg agall AL (e Gsiag agdd e Glailg
T (9 (ny dalad agn OIS gy gl o gy 1sigl Laa
B 108 (5 addl) dmw (A cmd Enaall Lal g (O gadiall an elilgld A
Gl g3d la) ) o Al) salug ade A e Y Jgmy
1080588 Talug dule Al o dl) Jguy alia (o S8 1ol glud uldl)

2 <Atho bin Khalil, Op.Cit., hal. 82

24 Taqiyuddin an-Nabhani, Op.Cit., hal. 297
25 ¢Atho bin Khalil,Op.Cit., hal. 83

26 Hafidz Abdurrahman, Loc.Cit.,

27 Al-Qur’anul Karim
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1A bl G plid g 5acd ) Q) (o T o8 cagd A cpad
card :08ls8d Talug Al Al L Al Jga claal c_\al.mu.aas.\ﬁ
S Ja W (il (e ali g ad e uldl) o b af cagd il
1ok Salug ddde ) e i J gy Slaal caba (12 cabla (1
388 () J gy Plasal Ao cULH jals Enaal) 1ia 88 ((agd il cand
Jshigeagd LalS) agealia (e calia el pgedlia Galg agd i) Jod
g (ppallall Jo alaal JUR) 4 ) salug Ade i a gl
alugy Ale A e JBy c(‘;ﬂma\ A 413\? Jsag ‘(M‘
28 (ALl aba8) agals o aillS  laal)
Selain argumentasi normatif diatas, secara argumentasi
rasional, bahwa para shahabat tidak mungkin bersepakat dalam
suatu hukum syara’ untuk berbohong. Walhasil ijma’ yang layak
dijadikan dalil adalah ijma’ shahabat sebagaimana argumentasi
normatif dan rasional diatas, dengan demikian ijma’selainnya tidak
bisa dijadikan dalil. Contoh ijma’ shabahat dalam masalah waris
adalah kakek berhak menerima waris 1/6 ketika bersama-sama
dengan anak laki-laki. Karena ketika tidak ada Bapak, kakek bisa
menggantikan posisinya dalam penerimaan warisan.”” Pendapat ini
dikuatkan oleh Fathi Muhammad Salim dalam Kitab Istidlal bi adz-
Dzanniy fi —al-Agidah bahwa hanya Ijma’ shahabatlah yang layak
dijadikan dalil syara’.>
Jika di dalam al-Qur’an, as-Sunnah dan Ijma’ shahabat tidak
ditemukan status hukum suatu perkara, maka selanjutnya digali dari
giyas. Disinilah urgensi qiyas, sama halnya dengan ijma’ sahabat
bahwa kaum muslimin sepakat bahwa qiyas sebagai dalil dalam
hukum Islam. Namun pertanyaannya qiyas seperti apa yang layak
dijadikan dalil? Apakah giyas agli (hanya sebatas analogi)? Atau
Qiyas syar’l (analogi yang didasarkan pada dalil sebelumnya —
Qur’an, Sunnah dan [jma’ Shahabat-)? An-Nabhani mendefinisikan
qiyas sebagai berikut:

28 |bid, hal,

29 ¢ Atho bin Khalil, Op.Cit., hal. 84

30 Fathi Muhammad Salim, Istidlal bi adz-Dzanniy fi —al-Agidah, 1981,
cet. I, hal. 142
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Mengacu pada definisi diatas, maka yang dimaksud dengan
qgiyas disini adalah giyas syar’] bukan giyas ‘aqli.**> Qiyas yang
didalamnya terdapat indikator (‘amaroh) dari syara’ yang
menunjukkan legalitasnya sebagai Qiyas. Dengan kata lain terdapat
‘illat syar’l yang dijelaskan dengan nash.** Dengan demikian,
bahwa dalil-dalil syara’ yang layak dijadikan hujjah adalah al-
Qur’an, as-Sunnah, [jma’ Shahabat dan Qiyas Syar’i.

Ushul Fiqih sebagai metodologi dalam mengembangkan
Sistem Ekonomi Islam. Menurut Prof. Dr. Muhammad Tahir
Mansoori: “bahwa Ushul Figih menaruh perhatian utama pada
aturan-aturan menterjemahkan teks hukum dan metodologi yang
diikuti untuk menurunkan suatu aturan dari teks hukum.”** Maka
dari itu, untuk menelusuri bagaimana cakupan sistem ekonomi
Islam, dapat ditelusuri melalui metodologi ushul figih. Dalam
konteks inilah an-Nabhani menyatakan bahwa:

S o 8550 UEYI (Al (S5 ¢ guin g gy Ll DY) o
35l g LY (e uldll, (S g gain e el L

“Islam telah memecahkan masalah bagaimana agar manusia
bisa memanfaatkan kekayaan yang ada. Inilah sesungguhnya,
menurut pandangan Islam, yang dianggap sebagai masalah ekonomi
bagi suatu masyarakat.”*® Dari pernyataan tersebut, dapat

3! Tagiyuddin an-Nabhani, Op.Cit., hal. 325

32 Hafidz Abdurrahman, Op.Cit., hal. 96

33 < Atho bin Khalil, Op.Cit., hal. 85

3% Prof. Dr. Muhammad Tahir Mansoori, Kaidah-kaidah Figih Keuangan
dan Transaksi Bisnis, (Bogor: Ulil Albab Institute, 2010), hal. 9

35 Taqiyuddin an-Nabhani, An-Nidzom al-Iqtishody fi al-Islami, Op.Cit.,
hal. 60.
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diderivasikan menjadi tiga pembahasan. Pertanyaan pertama;
bagaimana cara memperoleh kekayaan, hal ini mencakup
pembahasan harta atau kepemilikan (al-milkiyyah), baik
kepemilikan individu, umum dan Negara. Kedua: bagaimana
mengelola kekayaan yang dilakukan oleh manusia, point kedua ini,
mencakup pembahasan pengelolaan kepemilikan (tasharruf al-
milkiyyah) atau dalam ruang lingkup muamalah; ketiga: bagaimana
cara mendistribusikan kekayaan tersebut ditengah-tengah mereka,
point ketiga ini, mencakup pembahasan distribusi kekayaan
ditengah-tengah manusia (tauziy al-Amwal baina an-nas). Ketiga
pertanyaan tersebut menjadi pembahasan penting dalam sistem
ekonomi [slam, berikut penulis jabarkan secara global.

1. Kepemilikan (Al-Milkiyyah)

Salah satu pilar kebebasan dalam sistem kapitalisme adalah
tentang kebebasan dalam hal kepemilikan. Artinya individu boleh
sebebas-bebasnya memiliki kekayaan milik publik bahkan milik
Negara. Fenomena inilah yang kita saksikan di Indonesia
khususnya. Seperti fakta tambang emas di Papua oleh PT. Freeport
AS, Newmont dikuasai Inggris dan masih banyak kasus serupa.
Berbeda dengan sistem kapitalis, ideologi sosialis justru tidak
mengakui adanya kepemilikan individu, semua jenis kepemilikan
berpusat pada negara. Kedua ideologi tersebut jelas bertentangan
dengan Islam. Alasan kenapa kedua paham tersebut dalam konteks
kepemilikan bertentangan dengan konsep Kepemilikan dalam
Islam? Karena banyak ayat dalam al-Qur’an, hadits dan ijma’
shahabat yang menjelaskan tentang kepemilikan. Muhammad Bagqir
ash-shadr mengatakan bahwa semua properti adalah properti Allah.
Dialah pemilik sebenarnya.’® Begitu juga Dr. Muhammad Baltaji
(2007): menjelaskan bahwasanya pemilik hakiki (Al-Maalik al-
Haqiqi) atas sesuatu (kekayaan alam/ harta) adalah milik Allah
ta’ala saja, dengan dalil bahwa didalam surat al-Baqarah ayat 107,

36 Muhammad Bagqir ash-shadr, Op.Cit., hal. 295
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Ali-Imron ayat 26.%7 Hal yang sama dijelaskan An-Nabhani dalam
kitabnya:
dea e clld) Gl o el 4 o8 MSSAGA@;UAMSM\LA\
G A Jle e absil5 s M JE cad JLal u\gcuam)muj
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Jadi harta pada hakikatnya milik Allah, kemudian ketika
Allah menjelaskan perpindahan kepemilikan itu kepada manusia,
Allah menyandarkan kepemilikan tersebut kepada mereka. Sehingga
Allah menyatakan didalam al-Qur’an surat: (an-Nisa ayat 6, at-
taubah ayat 103, al-bagarah ayat 279, at-taubah ayat 24 dan al-lail
ayat 11).
SN sal st Al Y ¢ f agdlsal (e 33 Y {a@\yif@_gﬂ\ | s2ld )
{dleaic Jaylag) ¢ f st 8 J)gal g}
Hanya saja menurut an-Nabhani hak milik yang telah
diserahkan kepada manusia dengan istikhlaf tersebut masih bersifat

3% Dalam artian

umum bagi setiap manusia secara keseluruhan.
kepemilikan tersebut bukan bersifat hakiki, sebab, substansinya
manusia hanya diberi kewenangan untuk menguasai hak milik
tersebut. Pertanyaanya adalah, kapan kondisi kepemilikan hakiki
dimiliki seseorang? Jawabannya ketika sudah ada izin dari pembuat
syari’at (asy-syari’) yakni Allah subhanahu wata’ala, sehingga
orang tersebut bisa memilikinya. Sebagaimana yang dijelaskan An-
Nabhani bahwa:

“Wewenang setiap orang untuk menguasai kepemilikan
tersebut adalah bersifat umum, dimana adanya hak milik serta
wewenang orang tertentu untuk menguasai kepemilikan yang

bersifat riil tersebut telah dinyatakan dengan adanya izin khusus,

37 Dr. Muhammad Baltaji, Al-Milkiyyah al-Fardhiyyah; fii an-nidzomi al-
Igtishodi al-Islami, (Kairo: Darus-salam, 2007), 47

38 Taqiyuddin an-Nabhani, Op.Cit., hal. 67

39 Ibid.,
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yang berasal dari Allah SWT, sehingga orang tersebut bisa
memilikinya.”*

Jika di dalam al-Qur’an diatas menjelaskan bahwa kekayaan
itu milik Allah, yang kemudian Allah memberikan wewenang
kepada manusia, walaupun masih bersifat umum. Maka didalam
hadits terdapat penjelasan tentang kepemilikan. Karena salah satu
fungsi hadits adalah dapat mentakhshish al-Qur’an. Maka dari itu,
Islam mengakui adanya kepemilikan individu, kepemilikan umum
dan negara. Dalam konteks kepemilikan individu, tiap orang bisa
memiliki kekayaan dengan sebab-sebab (cara-cara) kepemilikan
tertentu. Misalnya sebagaimana yang dikutip oleh an-Nabhani dalam
Imam Abu Dawud dari Samurah dari Nabi SAW bersabda: &l ¢s}
{4 54 54 e aila "Dan siapa saja yang memagari sebidang tanah,
maka tanah tersebut adalah menjadi haknya."*! Kepemilikan
individu adalah salah satu hukum syari’ah yang berlaku bagi zat
ataupun kegunaan.*> Kepemilikan individu ini memastikan adanya
peluang bagi siapa saja yang memilikinya untuk memanfaatkan apa
yang dimilikinya itu serta memperoleh kompensasi. Yang termasuk
dalam sebab kepemilikan individu adalah bekerja (menghidupkan
tanah mati, menggali kandungan dalam perut bumi ataupun di udara,
berburu, makelar, mudhorobah, musaqat, ijaroh), pewarisan,
kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, pemberian harta
Negara untuk rakyat dan harta-harta yang diperoleh oleh seseorang
tanpa mengeluarkan kompensasi berupa harta atau tenaga.

Disamping kepemilikan individu, di dalam hadits terdapat
kepemilikan umum (al-Milkiyyah al-Ammah) untuk seluruh umat
(publik). Dimana kepemilikan ini tidak boleh dikuasai individu,
swasta ataupun asing karena milik umat. Abdul Qadim Zallum
(1988) mendefinisikan: “harta milik umum adalah harta yang telah
ditetapkan kepemilikannya oleh asy-Syari’(Allah dan Rasul) bagi
kaum muslim, dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama

“0'1bid., hal. 68
“1bid.,
2 1bid., hal. 81
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kaum muslimin.”* Dr. Jaribah dalam bukunya Figih Ekonomi Umar
bin Khaththab (2003) mengutip sebuah hadits dari Imam Ahmad
Bin Hanbal, Nabi SAW bersabda: 3l g slall ;&6 8 £1S 0d ¢ galusall}
{Js "Orang-orang muslim itu bersekutu dalam tiga hal,yaitu: air,
padang gembalaan dan api."** Selain hadits diatas, ada hadits
tentang Abyadh Ibn Hammal yang pernah diberi ladang garam oleh
Nabi saw., berikut redaksinya:*
Akl Lol g ale ) Lo U Jsby ) 885 40 Jas o ol (e
Lﬁiﬂwu@ﬁw\&&;aﬁgjgiu;ﬂé;@\
fha e T OB ) 2Ll Al il

Dari Abyad bin Hammal, dia mendatangi Rasulullah saw,
dan meminta diberikan tambang garam. Rasulullah saw pun
memberikan tambang garam tersebut. Ketika dia pergi, ada
seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, “Apakah engkau
mengetahui apa engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya, Anda
telah memberikan kepadanya sesuatu yang seperti air mengalir (al-
maa’ al-‘idd)”. dikatkatak, “Lalu Rasulullah saw mencabut kembali
pemberian tambang garam itu darinya (Abyad bin Hammal).” [HR.
Imam Abu Dawud].

Dapat dikatakan bahwa kepemilikan umum adalah ketika
setiap barang yang depositnya tak terhingga seperti dalam hadits
diatas digunakan majaz air mengalir (al-maa’ al-‘idd). Seperti di
Freeport, tambang yang ada dalam perut bumi merupakan barang
yang depositnya tidak terbatas, dari sejak kontrak karya pertama
zaman Suharto sampai detik ini Freeport masih beroperasi
mengeksploitasi tambang emas di Papua.

Selain kepemilikan individu dan umum, juga terdapat
kepemilikan negara (al-milkiyyah ad-daulah). An-Nabhani
menjelaskan bahwa Milik negera adalah harta yang merupakan hak
seluruh kaum muslim, sementara pengelolaannya menjadi

4 Abdul Qadim Zallum, Sistem Keuangan di Negara Khilafah, (Bogor:
Pustaka Thariqul I1zzah, 2002), hal.68

4 Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Figih Ekonomi Umar bin Al-
Khathab, (Jakarta: Khalifa, 2006), hal. 228

4 Abdul Qadim Zallum, Op.Cit., hal. 75 - 76
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wewenang Khalifah.#® Menurut Ibnu Taimiyah: “negara
membutuhkan hak milik untuk memperoleh pendapatan, sumber-
sumber penghasilan dan kekuasaan untuk melaksanakan
kewajibannya”.*” Asy-Syari’ telah menjadikan harta-harta tertentu
sebagai milik Negara; Khalifah berhak untuk mengelolanya sesuai
dengan pandangan ijtihadnya semisal harta fa’l, kharaj, jizyah, dan
sebagainya. Rasulullah saw., dan para Khalifah setelah beliau
mengelola harta milik Negara dan mengaturnya dalam rangka

meraih kemaslahatan bagi Islam dan kaum muslimin.*3

2. Pengelolaan Harta (tasharruf al-milkiyyah)

Kepemilikan adalah hukum syari’ah yang berlaku bagi benda
atau kegunaan tertentu. Dengan kata lain, kepemilikan itu
merupakan izin as-Syari’ (pembuat syari’at).*” Dengan demikian,
pengelolaan harta sebenarnya merupakan konsekuensi dari hukum
syari’ah, yakni konsekuensi dari adanya kebolehan bagi pemilik
untuk memanfaatkan barang sekaligus memperoleh kompensasi
karena adanya pemanfaatan tersebut. Jadi, pengelolaan kepemilikan
tersebut sebenarnya terikat dengan izin as-Syari’ atas suatu
pemanfaatan, sementara pengelolaan adalah pemanfaatan itu sendiri.
Menurut An-Nabhani, asy-Syari' telah melarang negara untuk
mengelola atau memanage kepemilikan umum (colective propherty)
tersebut dengan cara barter (mubadalah) atau dikapling untuk orang
tertentu.’® Sementara pengelolaan dengan selain kedua cara tersebut,
asal tetap berpijak kepada hukum-hukum, yang telah dijelaskan oleh
syara' adalah tetap diperbolehkan. Adapun pengelolaan kepemilikan
yang berhubungan dengan kepemilikan negara (state propherty) dan
kepemilikan individu (private propherty) nampak jelas dalam
hukum-hukum baitul mal serta hukum-hukum mu'amalah, seperti

46 Taqiyuddin an-Nabhani, Op.Cit., hal. 223

4Dr. Euis Amalia, M.Ag, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam; dari Masa
Klasik hingga Kontemporer, Op.Cit.,hal. 219

48 Abdul Qadim Zallum, Op.Cit., hal. 96

4 Taqiyuddin an-Nabhani, Op.Cit., hal. 125

30 1bid., hal. 126
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jual-beli, penggadaian dan sebagainya. As-Syari' juga telah
memperbolehkan negara dan individu untuk pengelolaan masing-
masing kepemilikannya, dengan cara barter (mubadalah) atau
dikapling untuk orang tertentu (sallah) ataupun dengan cara lain,
asal tetap berpijak kepada hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh
syara'. Dari aspek inilah, ekonomi Islam memiliki focus pada sector
ril, bukan sector non-ril. Menghalalkan jual-beli, sewa-menyewa,
syirkah dengan berbagai jenisnya, namun pada saat yang bersamaan
Islam mengharamkan transaksi yang mengandung unsur maisir,
gharar dan riba.

3. Distribusi Harta (tauziy al-Amwal baina an-nas)

Islam telah mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada
semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya sirkulasi
kekayaan hanya pada segelintir orang.’! Hal ini didasarkan firman
Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam surat al-Hasyr ayat 7:

ki s 3 05 Y o8

‘Atho bin Khalil mengatakan bahwa, pada ayat diatas
terdapat ‘illat, yang otomatis bisa diambil Qiyas syari’yyah. Maksud
ayat tersebut, adalah supaya tidak beredar dikalangan orang-orang
kaya saja, melainkan menyebar kepada masyarakat yang lainnya.
‘Illat tersebut telah menunjukkan suatu hukum dan termasuk
pembangkit disyari’atkannya hukum tadi.® Dalam ayat tersebut
terdapat ‘illat shurahatan (‘illat secara jelas dalam nash) dengan
menggunakan salah satu dari huruf-huruf ta’lil yakni kaiy (S5).
Maka, sekalipun ayat tersebut khusus tentang harta fa’l, karena ada
‘illat dapat dipahami berdasarkan mafhum-nya. Islam sangat
memperhatikan masalah distribusi, maka dari itu Islam menetapkan
hukum-hukum yang berkaitan dengan segala pintu yang membuat
harta tidak berputar di masyarakat, seperti larangan menimbun emas
(kanzu al-mal) dan menimbun barang komoditi (ihtikar). Karena

31 1bid., hal. 248
32 Al-Qur’an Al-Karim
33 ¢Atho bin Khalil, Op.Cit.,hal. 91
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setiap perkara yang menyebabkan harta tidak terdistribusi kepada
masyarakat atau dengan kata lain, bahwa harta kekayaan hanya
berputar pada kalangan pengusaha dan orang kaya saja, maka
perkara tersebut menjadi terlarang, sebagaimana larangan menimbun
barang komoditi seperti, kelangkaan barang tertentu yang
diakibatkan penimbunan untuk mengambil keuntungan dikondisi
tertentu. Maka dari itu, Islam menegaskan agar sebuah negera
mendistribusikan harta kepada seluruh rakyatnya. Hal ini sejalan
dengan penjelasan Abdurrahman al-Maliki dalam kitabnya as-
Siyasah al-igtishodiyah al-Mutsla bahwa:
Alalall aseal s LAY BT Jlaa A DY) A LB dulia
Lo Ly Ll cilalal) plad] (g 4uSais LIS Telad] 358 JS1 Alad)
M Sl (e pald )k 4l Gare a0 il glaliy
Artinya: Politik ekonomi dalam Islam adalah menjamin
pemenuhan semua kebutuhan primer (basic needs) setiap individu
maupun kebutuhan-kebutuhan sekundernya sesuai dengan kadar
kemampuannya sebagai individu yang hidup dalam suatu
masyarakat dengan gaya hidup tertentu. Dengan kata lain, bahwa
distribusi menjadi standar perekonomian (tumbuh atau tidak) dalam
Islam bukan produksi sebagaimana kapitalisme. Distribusi juga-lah
yang menjadi pilar dalam sistem ekonomi Islam.

C. Aplikasi Ushul Fiqih dalam Muamalah Kontemporer
Bersamaan adanya perkembangan ekonomi syari’ah di
berbagai Negara, bersamaan itu pula tantangan masalah-masalah
baru (muamalah-red) membutuhkan jawaban dari perspektif
ekonomi Islam. Secara umum semua jenis transaksi yang hadir
ditengah-tengah kaum muslimin saat ini, baik jenis muamalah yang
dilakukan oleh individu seperti, jual beli kendaran melalui leasing,
KPR, asuransi, pegadaian dll, atau yang dilakukan oleh kolektif,
seperti: akad perseroan, koperasi, ataupun dilakukan oleh Negara
seperti: perdagangan internasional melalui AFTA, CAFTA,

3% Abdurrahman Al-Maliki, Politik Ekonomi Islam, (Bogor: Al-Azhar
Press, 2009), hal. 43
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Masyarakat Ekonomi Asean, dll, ada kasus-kasus yang sudah
disinggung dalam 3 (tiga) dalil syariah, dan ada masalah yang belum
ada pembahasan sebelumnya dan dalam 3 (tiga) dalil syariah al-
Quran, Sunnah dan [jma’ Sahabat.

Terhadap masalah pertama, yakni masalah baru namun
sudah pernah terjadi pada masa Rasulullah saw, hanya terdapat
perbedaan model atau bentuk transaksinya, namun substansi Akad
transaksinya sama. Penulis deskripsikan dua contoh, contoh kasus
sewa-menyewa yang didasarkan pada al-Quran surat ath-thalaq ayat
6: Choshl GASB A& Gaail 4 artinga: Apabila mereka (wanita-
wanita) menyusui anak kalian maka berilah mereka upah yang
menjadi haknbahwa wanita yang ditalak berhak mendapatkan upah
menyusukan anaknya. Dapat pula diambil hokum syara’ bahwa
seorang pekerja apapun bentuknya, berhak menerima upah apabila
melakukan pekerjaannya, baik ia sebagai pekerja umum (public
worker) maupun pekerja khusus (private worker).> Yang
terkategori pekerja umum adalah pengrajin lemari, tukang jahit dan
sejensinya, sedangkan yang terkategori pekerja khusus seperi
karyawan pabrik, PNS dan sejenisnya.

Dalam kasus lain seperti jual-beli adalah, jual beli dua akad
dalam satu transaksi. Ahmad, an-Nasa’l dan at-Tirmidzi dari Abu
Hurayrah ra yang menyatakan: ¢ &8 aluy 46 0 Lo &0 35l 48
423 2 artinya: “Nabi saw telah melarang dua pembelian dalam satu
pembelian”. Rasulullah melarang dua akad dalam satu transaksi
jual-beli. Jika kasus pada masa para ‘ulama klasik jual-beli seperti
ini tidak beragam seperti saat ini, hal ini sesuai apa yang
dideskripsikan oleh Imam asy-Syafi’l ketika beliau menjelaskan
hadits tersebut: jika seseorang mengatakan: Saya jual budak ini
kepada anda dengan harga 1000, dengan catatan anda menjual
rumah anda kepada saya dengan harga segini. Artinya jika anda
menetapkan milik anda menjadi milik saya, saya pun akan

55 Taqiyudin an-Nabhani, Mafahim Hizbut Tahrir, (Bogor: HTI Press,
2008), hal. 68
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menetapkan milik saya menjadi milik anda”.’® Walhasil, setiap

kasus yang melibatkan dua akad dalam satu transaksi, walaupun
berbeda bentuk transaksinya maka hal itu mencakup larangan hadits
diatas.

Sedangkan masalah yang tergolong kedua, adalah kasus
yang sama sekali pada masa Rasulullah saw, sahabat Nabi dan
generasi setelahnya tidak pernah terjadi sama sekali, kecuali jenis
akad dan transaksinya hanya terjadi masa sekarang, maka hal ini
membutuhkan kesungguhan untuk melakukan penggalian hukum
agar Islam mampu memberikan solusi atas semua permasalahan
kontemporer. Tentu dilakukan oleh seorang yang layak melakukan
ijjtihad yang benar dengan landasan yang benar dan tidak mudah
memberikan kesimpulan hokum yang serba membolehkan
(permisivisme), atau dengan kata lain, memberikan kesimpulan
hukum hanya semata-mata memandang adanya kemaslahatan
semata. Kasus seperti ini bisa terkait transaksi individu, kolektif
maupun Negara.

Setiap permasalahan baru terkait muamalah bukan berarti
hukumnya mubah, karena semata-mata bentuk transaksi tidak ada
dimasa dahulu, namun fakta tersebut harus terlebih dahulu dikaji
secara mendalam dan kemudian dicari dalil untuk menghukumi
fakta tersebut, jika dalam nash al-Quran tidak ditemukan, landasan
akan beralih pada Sunnah, jika hal itu juga tidak ditemukan dalam
Sunnah Nabi, maka dicari dalam Ijma’ para sahabat, sekiranya
sudah dilakukan kajian ternyata dalam ijma’ sahabat tidak
ditemukan barulah seorang mujtahid akan melakukan Qiyas atas
perkara tersebut. Dengan menjadikan empat landasan dalil tersebut
ekonomi Islam akan selalu dinamis.

Eksistensi ekonomi kapitalisme saat ini, menyebabkan
negeri-negeri Islam berkiblat pada ekonomi neo-liberalisme,
khususnya dalam skala makro ekonomi, baik aspek moneter maupun
fiscal. Seperti konsep kepemilikan harta, APBN sebuah Negara yang

56 Asy-Syaukani, Nayl al-Awthar, Juz V, hal. 249,
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sesuai tauladan Nabi, peran Negara terhadap kebutuhan dasar setiap
individu rakyat, mengkaji ulang kebijakan aktivitas hutang Negara
kepada lembaga moneter internasional. Hal ini perlu menjadi
perhatian intelektual muslim khususnya para ekonom muslim, untuk
mengawal setiap kebijakan di negeri ini berdasarkan dalil-dalil
syariah, agar kemaslahatan bisa terwujud sehingga Islam sebagai
agama rahmatan Lil’alamin bisa terealisasi.

D. Penutup

Ushul figih sebagai sebuah disiplin ilmu, dengan keluasan
cakupannya, harus dijadikan metodologi dalam mengembangkan
sistem ekonomi Islam. Ushul figih yang dipelopori al-Imam al-Kabir
asy-Syafi’l dengan kitab fenomenalnya ar-Risalah menjadi sebuah
disiplin ilmu yang sangat penting dalam rangka menjawab
permasalahan kehidupan termasuk ekonomi. Dimana sistem
ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang khas dan unik,
karena ia dibangun diatas dalil-dalil syara’. Sedangkan dalil-dalil
syara’ yang layak dijadikan hujjah yakni al-Qur’an, as-Sunnah,
Ijma’ shahabat dan Qiyas syar’l merupakan dalil qath’l. Dari dalil-
dalil syara’ tersebut semua problematika kontemporer akan
terpecahkan, termasuk dalam permasalahan muamalah kontemporer.
Dalam konteks inilah pentingnya peranan ushul figih sebagai
metodologi pengembangan system ekonomi Islam. Maka dari itu,
ushul figih diaplikasikan bukan pada ilmu ekonomi melainkan pada
sistem ekonomi. Karena sistem (peraturan) membutuhkan perangkat
dasar pijakan yang qath’l berdasarkan wahyu. Disinilah peran Ushul
Figih, sebagai metodologi untuk mengembangkan sistem ekonomi
dalam rangka menjawab seluruh problematika ekonomi
kontemporer.

Berdasarkan kajian deskriptif kualitatif yang penulis analisis,
dari penelusuran dalil-dalil syara’ tersebut, terdapat tiga asas
perekonomian dalam sistem ekonomi Islam yang menjadi objek
pengembangan ushul fiqih yaitu pertama; kepemilikan yang
mencakup kepemilikan individu, umum dan Negara. Kedua: tentang
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pengelolaan harta yang meliputi hukum-hukum baitul mal (untuk
pengelolaan kepemilikan negara) dan muamalah (untuk pengelolaan
kepemilikan individu). Ketiga: tentang distribusi, bahwa Islam
melarang ihtikar (menimbun barang komoditas) serta melarang
menimbun emas (kanzul mal). Dalam konteks distribusi inilah yang
mejadi salahsatu kekhasan system ekonomi Islam dengan system
lainnya, yakni distribusi tidak didasarkan kepada landasan lain
kecuali distribusi itu sudah ditentukan oleh dalil syariah. Seperti:
distribusi harta zakat, distribusi bagian harta waris, dan sejenisnya.

Yang harus dipahami dan ditegaskan oleh penulis, bahwa
fakta atau objek wajib diketahui status hukumnya, baik itu fakta
berupa benda maupun perbuatan, yang keduanya wajib terikat
dengan hukum syari’ah dalam artian status hukum keduanya harus
diketahui terlebih dahulu melalui penggalian hokum (istinbath).
Adapun kaidah ushul pada benda adalah hukum asal pada benda
adalah mubah (halal) selama tidak ada dalil yang mengharamkan,
dan pada perbuatan terdapat kaidah ushul hukum asal perbuatan
seorang hamba terikat dengan hukum syara’. Sebagai contoh dalam
konteks bekerja, Allah dan Rasul-Nya sudah menjelaskan baik itu
jenis benda yang ribawi maupun jenis pekerjaan yang tergolong
riba. Karena perkara riba dijelaskan oleh sumber yang pasti (qath’l
ats-tsubut) dan pasti penunjukkan maknanya (gath’l ad-dilalah),
sehingga mengandung konsekuensi hukum ath-thalab al-jaazim li
at-tarki (tuntutan yang tegas untuk ditinggalkan).

Dalam konteks luas, ushul figih sebagai sebuah disiplin ilmu
menjadi sebuah kebutuhan dalam menjawab seluruh permasalahan
kontemporer yang saat ini beragam. Disinilah dibutuhkan sumber
daya insani yang memiliki kompetensi dibidang syariah dan mampu
mengkaji fakta permasalahan ekonomi sehingga faka tersebut dapat
dihukumi berdasarkan dalil syariah. Aktivitas (ijtihad-red) inilah
yang akan menjaga keberlangsungan khazanah ekonomi islam.
Saatnya aktivitas muamalah individu, kolektif dan Negara
dikembalikan kepada landasan yang benar yakni dalil syariah
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sehingga tidak ada aktivitas individu, kolektif ataupun kebijakan
Negara yang bertentangan dengan syariah. Tentu hal ini akan lebih
sempurna dan komprehensif jika institusi politiknya sejalan dengan
aturan Allah Ta’ala Sang Pencipta. Walhasil, Islam sebagai agama
rahmat bagi semesta alam bisa terwujud.
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